SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 8% TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN [JAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Menimbang -

Mengingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan

penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kendal schingga dapat
mewujudkan tata kelola pemcrintahan yang clcktsfl dan
efisicn guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik sesum Peraturan Menteri Pendavagunsan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, scria
Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 106 Tahun
2020 ' tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, seria Tata Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal sudah tidalk
sesiiai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dicabut dan
diganti;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksid
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Keria pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal;

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
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Dacrzh Tingkat 1l Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-deerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9014 MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Penerintahan Daerah {Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 6373),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penctapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomaor
12, 13, 14, dan 15 darn hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogvakarta,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Scmarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
30749);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tertang Perubshan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomeor 17 Tahun 2021 tenlang
Penvetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabalan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor S25);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darn
Reformasi Birokrasi Nomeor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhaan Struktur Organisasi Pada Instansi Femerintah

!
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Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan yvang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor & Seri E No, 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor
157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Kendal [Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana teélah
diubab beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nemor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 219].

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDURKAN, SUSUNAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KENDAL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengat ¢

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati secbapgal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupat Kendal.

4. Belkretaris Daerah adalah Selretaris Daerah Kabupaten
Kerndal.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan wvang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kabupaten Kendal

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kendal.

7, Aparatur Sipil Nepara vang selanjuttiya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemeriniah dengan perjanjian kerja yvang bekerja pada
instansi pemerintah,

8. Pegawal Negerl Bipll vang selanjutnya discbut PNS adalah
Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
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diangkat olch pejabal yang berwenang dan diserahi tugas
dalam satu jabatan negeri gtau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlalu.

9, Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sgjumlah tenaga
dalam jenjeng fungsional vang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk
membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta  pelaporan kepiatan pada unit kerjanya sesuai
lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala
Perangkat Daerah,

12, Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas dari
aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi untuk
ditunjuk cleh Kepala Perangkat Dgerah untuk diberikan
tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala
Bagian/Koordinator pada unit kerjanya dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantavan dan  evaluasi, serta pelaporan kegiatan
lingkup tugas dan fungsinya.

BAEB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi
kewenangan Daerah,

{2} Dinas dipimpin ocleh Kepala Dinas yvang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Selretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pazal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang

menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyal fungsi:
a. perumusan kebijakan di  bidang pendidikan dan

4
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kebudayaan,

. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Pendidikan dan Kebudayaan;

. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang pendidikan dan kebudayaan;

. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan i bidang
pendidikan dan kebudayaan;

. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pendidikan
dan kebudayaan; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

{1) Susunan Organisasi Dinas terdin dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

¢. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal,

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
Bidang Pembinaan Ketenagaan;

Bidang Kebudavaan;

Unit Pelaksana Tcknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

R e A

{2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian khesatu
Kepala Dinas
Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Kepala Dinas sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurul a, mempunyai
rincian tugas ;

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas herdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
gebelumnya sebagail pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan hailk secara
lisan maupun tertulis guna keclancaran pclaksanaan

tugas;
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- menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan

mstansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

-merumuskan kebijakan tcknis urusan pemerintahan

bidang pendidikan dan kebudayaan di Daerah sesuai
peraturan  perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

. menclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan

di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan
perumusan kebijakan  teknis  serta pedoman
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan  pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian  kegiatan di bidang  pendidikan dan
kebudayaan sesuai peraturan  perundang-undangan
agar kinerja Dinas mencapai target vang telah
ditetapkan;

. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan

inovasi di bidang pendidikan dan kebudavaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
peningkatan kualitas kerja:

.menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam

penyelenggaraan  kegiatan di  bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
Pembinaan Sekolash Dasar, Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan, dan
Kebudayaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di bidang pendidikan;

menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di
bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekelah Dasar,
Pembinaan B8Sckolah Menengah Pertama, Pembinaan
kRetehagaan, dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

-menerbitkan  dan  mengendalikan  izin  di  bidang

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nenformal, Pembinaan Sckolah Dasar, Pembinaan
Sckolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan,
dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kewenangan yang didelegasilean;
mengoordinasikan dan supervisi pelaksanaan kegiatan
Pembingan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, Pembingan 8ekolah Dasar, Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan,
dan Kebudayaan;

.menetapkan  kurikulum  muatan  lokal  satuan

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilan
Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama;

. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan

evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar pada
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Sekolah Menengah Pertama berupa penilaian tengah
semester, penilaian  akhir  semester, Asesmen
Kompetensi Minimum  dan  ujlan  sckolah, untuk
mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;

0. merencanakan  kebutuhan pendidik dan  tensga
kependidikan pada Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dinl dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah
Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
Pembinaan Ketenagaan, dan Kebudayaan:

p- melaksanakan penempatan, pemindahan, dan
pemerataan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
MNonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Pembinasan Ketenagaan,
dan Kebudayaan dalam Dacrah pada sesuai peraturan
perundang-undangan dan kewenarngan vang
didelegasikan;

q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
kompetensi pendidik dan tensga kependidikan pads
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan,
dan Kebudayaan;

r. melaksanakan penetapan dan pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, serta pembinaan kesenian dalam Daerah-

5. menyelenggarakan pembinasn fungsional terhadap unit-
unit organisasi di lingkup Dinas;

L. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi;

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
scsual ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyampaikan $aran  dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

w.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedus
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretariat  Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1} huruf b, dipimpin oleh Sckretaris vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

O



(2]

(4]

&

Sckretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas  dalam PETULISAD kebijalan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan  fasilitasi kegiatan  di
bidang perencanaarn, evaluasi, pelaporan, umum,

kepegawaian, dan keuangan,

13] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayal [2), Sekretariat mempunyai lungsi:

8. Perumusan kebijakan teknis di bidang
kesekretariatan:

b. pengootdinasian dan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
keselretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

pelaksanaen  cvaluasi dan  pelaporan  kegiatan
kesekretariatan; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas
mempunyal rincian tugas

A, MENyUsun rencansa dan program kemiatan
Sekretariat  berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawshan scsuai denpan jabatan dan
Kompelensinya  serta  memberikan  arahan  baik
Gecara lisan mavpun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan  konsultasi  dengan

instansi terleait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kepiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informas:,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

E. mengoordinasiken dan menyiapkan konscp Rencana
Kegiatan dan Anggaran [RKA}, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA] serta perubahan snggaran sesua;
ketentuan dan plafon anggaran vang ditetapkan;

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDI,

&
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Rencana BStrategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja [PK)
cdan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPRJ],
Laparan Kinerja Instansi Femerintah (LKjIP),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP),

Pengendalian Operasional Kegiatan [POK) dan jenis
pelaporan  lainnya sesual dengan  ketentuan yang
berlalku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas sesual
dengan ketentuan wyang berlaku agar diperoleh
efeklivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
menyelenpgarakan pelayanan administrasi  umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan,
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan/ perbekalan, pengamanan Kantor,
keébersihan dan pertamanan, pengelolaan asel letap dan
aset lidak ietap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan
penerimaan kunjungan tamu Dinas;

tnengoordinasikan  rencana dan  proses  pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

. mengoordinasikan  dan memfasilitasi  penyusunan
Standar Operasional Prosedur [SOP], analisis
Jjabatan, analisis beban kera, cecvaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masvarakat, Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

. mengoordinasikan  pelaksanaan tugas pembantuan
dibidang pendidikan yang meliputi pengusulan
kenaikan pangkat dan peningkatan kompeicnsi
pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian  [ungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

. meclaksanakan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan kegiatan,  Sekretariat  dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan penlaku keria
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atasan scbagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

menyampaikkan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan ugas dan fungsi unit kerjanya,

£
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13)

{4]

(1)

Pasal 8

Susunan Organisasi Schretariat sebagaimana dimaksud

pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b, Sub Koordinater Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
dan

c. Sub Koordinator Keuangan,

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dipimpin olch seorang Kepala Subbagian vang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul

b dan huruf ¢ terdiri atas kelompok jabatan fungsional vang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

Sub  koordinator sebagaimana dimaksud pada aval (2)

mempunyai fugas scbagaimana tercantum dalam Lampiran

lI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pazal 9

Kepala Bub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1] huruf a, mempunyai tugasmelaksanakan sebagian
ftugas  Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian,pembinaan, pengawasan,
pengendalian, penpelolaan, fasilitasi, evalussi,  dan
pelaporan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan,
kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunvai rincian tugas ;

8. MEnyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkaitan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

¢. membag tugas bawahan scsual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arshan  baik

secara  lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan  konsultasi  dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serts
dalam ransgka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atac
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
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tugasnya guna meéndukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

B melaksanakan layanan kegiatan surat  menyurat,

perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

memiasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan  serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undan gan,

merencanakan, MEMProses dan melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap,
aset  tidak berwujud dan  barang persediaan sesuai
dengan peraturan perundang- undan HEn;

melaksanakan  koordinasi  dengan  unit kerja  vang
melaksanakan fungsi layanan  pengadaan  dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerak
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai
dengan peraturan perund ang-undangan;

melaksanakan  penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi  scrta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset telap dan asct tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara  rutin dan berkala  serta
memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawal
Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepepawaian;

- menyiapkan bahan dan memproses usulan kenailan
pangkat, mutasi, 2aji berkala,
pemberhentian / pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun {taspen),
pengiriman  peserta pendidikan dan pelatihan
[dilklat) /bimbingan  teknis  (bimtek), dan urusan
Kepegawaian lainnya;

. melaksanalkan urusan rumah tangga Serta
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas:

mengeordinasikan  kegiatan  pengamanan  kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan
nyaman;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Btandar
Operasional Prosedur (S0P  kegiatan Sub bagian
Umum dan Kepegawaian:

- melaksanakan tugas pembantuan di bidang
pendidikan berupa pengusulan kenaikan pangkat dan
peningkatan kompetensi  pendidik  dan tensags
kependidikan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus sesuai peraturan perundang-undengan;
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. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiztan Sub
bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengulur
pcncapalan program  ketja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebjjakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan = pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wijud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; darn

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan lungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dim dan
Pendidikan Nonformal

Pasal 10

(1} Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) hurufl ¢ dipimpin oleh Kepala Bidang
yvang berkedudulkan <i bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

[2) kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, DENEZAWASAN,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pclaporan kegiatan 'di bidang pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

a. pecrumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal:

d. pengelolaan dan' fasilitasi kegiatan di bidang
pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;
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. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan  di

bidang pembinasn pendidikan anal usia dini dan
pendidikan nonformal; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dim dan Pendidikan
Nonformal mempunyai rincian tugas

.

L

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pembingan Pendidikan Anak Usia Dim  dan
Pendidikan  Nonformal  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalu: pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scrta
dalam rangka ! sinkronisasi dan  harmonisas:
pelaksanaan tugas:

. menelagh dan 'mengkaji  peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas wvang berkaitan dengan kegiatan
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal,
pembangunan karakter, kelembagaan scrta sarana
prasarana,

. mengoordinasilkan pelaksanaen kebijakan di bidang

pembinaan pendidikan anak usia dim, pendidikan
nonformal, pembangunan karakter, kelembagaan
SCrid Sarana prasarana,

.merencanakan dan mengoordinasikan penerapan

pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
(B3PM) sesual dengan bidang tugasnya dan peraturan

perundang-undangan;

. menyiapkan konsep penetapan kurikulum muatan

lokal dan kriteria penilaian pendidikan anak usia din
dan pendidikan nonformal;

. menyelenggarakan sosialisast implementasi kerangks

dasar dan struktur kunkulum dan  penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformel

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan pembinaan, pengendalian,

pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan

b
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kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nenformal agar sesuai dengan standar vang telah
ditetapkan;

. mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal untuk mengevaluasi pelaksanaan proses
belajar mengajar;

m. melaksanakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan
anak wusia dini dan pendidikan nonformal serta
melaksanakan pemantauan dan evaluasinya;

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

a, menyiapkan konsep kajian pembiayvaan
penyelenggaraan  pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan nonformal untuk lerlaksananya

pendidikan vang bermutu sesuai dengan standar
vang telah ditetapkan;

p. menylapkan xonsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan di bidang pembinaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal;

q. menyiapkan rancangan peraturan  perundang-
undangan di hidang pembinaan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

r. melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal sebagai bahan cvaluasi;

s. menyiapkan rekomendasi penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal sesuai peraturan
perundang-undangan;

t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Pembinaan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijalan tindak
lanjur; '

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wuud aluntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

w.menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kapan agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

¥. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanys.
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Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana
dimaksud pasal 5 ayat {I1] huruf e, terdiri atas
a. 3eksi Kelembagaan dan SBarana Prasarana Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidiltan Nonformal:
k. Seksi Peserta Didik dan Pembanpgunan Karakter
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nenformal:
c. Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

(2} Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1} hurufl a dan
hurul b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal.

[3} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas kelompok jabatan fungsional vang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal.

(4} Bub koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyal tugas scbagaimana tercantum  dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahlkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragrafl |

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 12

(1} Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,
meémpunyal tugas melaksanakan scbhagian tugas kepala
bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan MNonformal delam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
kelembapaan dan sarana prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Barana
Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilkan

Nonformal mempunyai rincian tugas :

a, menyusun rencana dan program kegiatan Selesi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan  tahun  sebhelumnva sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melala pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efeletif dan efisien;
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membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinyse serta membenkan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan ptryndang—
undangan sesual hngkup fugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan keglatan;

menyiapkan bahan perumusan dan  koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana pendidikan anak usia dim dan
pendidikan nonformal;

. menviapkan behan rekomendasi penerbitan izin

pendirian, penataan, dan  penutupan  satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
sesual peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi
pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

menyiapkan dan mengelola data kelembagaan dan
sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dim
dan pendidikan nonformal;

. menyusun rencana kebutuhan sarana  prasarana

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan
standar nasional BArANa prasarana satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

. merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana

prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan,

revitalisasi, dan renovas: sarana prasarana  satoan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,

melaksanakan pencatatan  dan  pendistribusian
bantuan sarana prasarana kepada satuan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal yang
berasal dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Pusat;

melaksanakan pengawasan pendayapunaan bantuan
sarana prasarana pada satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

menyiapkan behan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang kelembagaan dan sarana

4
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prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

r. melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal sebagai bahan evaluasi;

5. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur (S0P} kegiatan  Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarena Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

t. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[3PM] sesuai dengan bidang tugasnyva dan peraturan
perundang-undangan;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal dengan cara mengukur pencapaan
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku

kerja sesua ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
meénghindari penyimpangan; dan

¥. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesurl dengan tugas dan fungsi unit kerjanva,

Paragrafl 2

Selsi Peserta Didik dan Pembanpunan Karalter Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 13

(1) Kepala Selsi Peserta Didik dan Pembagunan Karakter
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nenformal
schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b,
mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal dalam penyiapan bahan
perumusan  Kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan

G
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Pembagunan Karakter Pendidikan Analk Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal mempunyai rincian tugas:

4. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Peserta Didik dan Pembagunan Karakter Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonflormal
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undanpan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelail dan efisien;

¢. membagl tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menciaah dan menghkayji peraturan
perundangundangan sesuai lingkup tugasnva sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kepiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksansan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya puna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g menyiapkan baban  perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang Peserta Didik dan
Pembagunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal:

h. melaksanakan pembinaan bakat, minat, prestasi dan
pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal serta
pemantauan dan evaluasinya;

1. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan  pendidikan anak usia dini dan
pendidikarn nonformal:

J. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
penvelenggaraan pendidikan  keluarga pada
Pendidikan Anal Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal;

k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang Peserta Didik dan
Pembagunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal sebagai bahan evaluasi:

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sekai Peserta
Didik dan Pembagunan Karakter Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal unmuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

m. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan

pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
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{SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Peseria Didik  dan
Pembagunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal dengan cara mengukur
pencapalan program kerja vang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

o, mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarksan sasaran kerja pegawai dan  perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi

p. menyusun laporan  pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimmnan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian mgar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanalan tupgas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Pazal 14

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh
Kepala Bideng wang berkedudukan i bawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinagn Sekolah Dasar sebagaimana
dimaksud pada avat (1], mempunyal tugas
melaksanakan sebagian lugas Kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Dasar,

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

mempunyail fungsi :

a. perumusan kehijakan teknis di bidang pembinaan
sekolah dasar;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan sekolah dasar;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang pembinaan sckolah dasar;

d. pengelolaan dan  [asilitasi kegiatan di bidang
pembinaan sekolah dasar;

e. pelaksanaan evaluasl dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan sckolah dasar; dan
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f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pembinaasn sekolah
dasar,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai rincian tugas;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kepiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tupas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan efisien;

c. membagl tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kKelancaran
pelaksanaan tugas;

d, melaksanakan koordinasi dan konsultazi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, =serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas:
pelaksanaan tugas;

¢. menelaah dan mengksji peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinag dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegatan
kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana
prasgrana, peserig didik dan pembanpgunan karalkrer

Sekolah Dasar:

g, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikubam, penilaian, keelembagaan, sarana
prasgrana, peserta didik, dan pembangunan
karakter Sekolah Dasar;

h, menyusun konsep penctapan kurikulum muatan
lokal dan Kriteria penilaian Sekolah Dasar,

i. menyusun konsep pembinaan bahasa dan sastrs
Dacrah yvang penuturnya dari dalam Dacrah;

J. menyiapkan rekomendasi penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan Sckolah Dasar sesual
peraturan perundang-undangan;

k. menvelenggarakan kegiatan operasional di bidang
kurikeulum, penilaian, kelembagaan, sarang

prasarana, peseria didik, dan pembangunan
karakter Sekolah Dasar;

I. menyusun konsep rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang pembinaan Sekolah Dasar,

m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan

permasalahan di bidang pembinaan Sekolah Dasar
sebagal bahan cvaluasi;
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n. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOF) kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

0. merencangkan dan mengoordinasikan penecrapan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[8PM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindalk lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerfa bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawail dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi:

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepads
pimpinan sebagdi wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

5. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinazan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

(2]

(3)

(4]

scbhagaimana dimaksud pasal 5 avat (1) huruf d, terdiri

atasg :

a. Seksl Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah
Dasar;

b. Seksi Peserta Didik dan Pembargunan Karakter
Sekolah Dasar:

c. Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sckolah
Dasar,

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a dan

hurul b, dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian vang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan

Suby Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huraf ¢ terdiri atas kelompok jabatsn fungsional yvang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [1}

huruf ¢ mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [l yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,
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Parapgraf 1

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Pasal 16

(1) Kepala BSeksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

2

Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat {1] huruf a, mempunvai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Dasar,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Dasar mempunyai rincian tugas

A, Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebapai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
ugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
ingtans: terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,;

g, menelagh dan mengkaji  peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan
ateu pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menyiapkan bahan perumusan dan  koordinasi
pelakksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana pada Sekolah Dasar

h. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin

pendirian, penataan, dan penutupan satuan
pendidikan  Sekolah  Dasar  sesuai  peraturan
perundang-undangan

L. menyiapkan dan mengelola data kelembagaan dan
sarana prasarana Sckolah Dasar;

j- menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana
Sekolah Dasar;

6
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melaksanakan pengawasan lerhadap pemenuhan
standar nasional sarana dan prasarana Sekolah
Dasar:

merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana
dan pragarana Sckolah Dasar;

. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan,

revitalisasi, dan renovasi sarana dan prasarans
sekolah Dasar;

.melaksanakan pencatatan dan pendistribusian

bantuan sarana dan prasarana kepada Sekolah Dasar
yvang berasal dari Pemerintah Provinsi ataun
Pemerintah Pusat:

. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan

sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar;

. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang kelembagaan dan sarana
prasaransg Sckolah Dasar;

. melaksanakan inventarisasi dan pendataan

permasalahan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Dasar;

. menyiapkan bahan dan menyvusun konscp Standar

Operasional Prosedur  (SOP) kegiatan  Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
untuk peningkatan kualitas pelayvanan publik;

, merencanalian, menyusun konsep dan menerapkan

pencapalan indikator Standar Pelavanan Minimal
{SPM)] scsual dengan bidang tugasnva dan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana Sekolah Dasar dengan cara mengukur
pencapalan program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

-mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kepiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  skuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan Kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasackan

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindar] penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.



Paragraf 2
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar
Pasal 17

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
avat (1} hurul b, mempunyail tupas melaksanakan
schagian tugas HKepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembitaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan  kegiatan di  bidang peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Dasar.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], kepala Schksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai
rincian tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi Kkepgiatan tahun sebelumnya
sebagail pedoman pelaksanaan tugas;

b: menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan cfektil dan efisien;

c. membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis puna kelancaran pelaksanaan
LLas;

d. melaksanakan keoordinasi dan Konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal meaupun harizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, séria
dalam rangka sinkronisasi  dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

c. menclaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar
serta melaksanakan pemantauan dan t»'aluasinj-'a;

h. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang peserta didik dan pembangunan
karakter Sekolah Dasar;

1. melaksanakan inventarisast dan pendataan
permasalshan di bidang peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Dasar sebagal bahan
evaluas; &
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J. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Secksi Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

k. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
{3PM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

m. mengevaliasi dan menilai prestasi kerja bawshan

berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
lkkerja. sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
larir, pemberian penghargaan dan sanlksi;

n. menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntahilitas  dan
transparansi pelaksanaan kcg;iaw_n;

a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untulk
menghindari penyimpangan,; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
scsual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sckolah Menengah Pertama
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
dipirnpin olch Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan peclaporan kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2], Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama mempunyai lungsi ¢

a. perumusan kebijalan telknis di bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama:

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

£
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. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

.pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan di bidang

pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kegiatan di

bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

Untul: melaksanakan tugas dan [ungsi sebapaimana
dimalksud pada ayat (2] dan ayat (3], Kepala Bidang
Pembinaan Sckolah Menengah Pertama mempunyai
rincian tugas :

£l

menyusun rencana dan program kegiatan bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya scbapgal pedoman
pelaksanaan tupgas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu penghkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efeletil dan efigien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya =serta memberikan arahan baik
secara  lisan maupun  tertulis  guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangke sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tupasnya sebagsi bahan
atayu pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
kuriloalum, penilaian, kelembagaan, sArana
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama;

mengoordinasikan pelaksansan kebpalian di bidang
kurikulum, penilaian, kelembagaan, SATANY
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter
Sekoleh Menengah Pertama;

. menyusun bhahan penetapan kurikolum  muatan

lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah
Pertama;

menyusun konsep pembinaan bahasa dan sastra
Daerah vang penuturnva dari delam Daerah;

menyiapkan rekomendasi penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan Sekolah  Menengah
Pertama sesual peraturan perundang-undangan,

menyelenpoarakan kegiatan operasional di bidang
kurikulum,  pemilaian,  kelembagaan, SATAna

&
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prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama;

l. menyusun konsep rANCAngan peraturan
perundanpundengan di bidang Pembinaan Sckolah

Menengah Pertama;

m, melaksanakan  inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang pembinaan  Sekeolah
Menengah Pertama sebagai behan evaluasi;

n. menyusun konszep Standar Operasional Prosedur
{SOP) kegiatan Bidang Pembinaan Sekelah Menengah
Pertama:

o. merencanakan dan mengoordinasikan penerapan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM] sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

p. melaksanakan pcmantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah  Pertama dengan cara mengukur

pencapaian program kea yvang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

q. mengevaluas dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran Kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanks:;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

s, menyampaikan saran dan pertimbanpgan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindanr penyimpangan,; dan

t. melaksanakan tupas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1} huruf ¢,
terdir: atas !

a, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sckolah
Menengah Pertama;

b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama,

¢. 3ub Reoordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Menengah Pertama,

(2] Beksit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burul a dan
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yvang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Sckolah Dasar; dan

{3} Sub Kopordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf ¢ terdiri atas kelompok jabatan fungsional yvang
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

[4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas sebagaimana tercantum  dalam
Larmpiran Il yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2]

Paragraf 1
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 20

Kepala Secksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama sebapaimana dimaksud
dalarmn Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Bidang
Pembinaan Sekolah Menensalh Pertama  dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis,
pengoordinasian, permnbinaan, pPEngawasarn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanskan tugas sebapaimana dimalksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai
rincian tugas :

8. menyusun rencana dan program  kegiatan  Seksi
Kelembagaan dan  Sarana Prasarana  Sckolah
Menengah Pertama berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan cfisicn;

c. membagl tugas bawahan sesual dengan jabalan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam  rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

¢, menelaah dan  mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
linglup tugasnva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;
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. menyiapkan bahan perumusan dan  koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana pada Sekolah Menenpah Pertama;

.menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin
pendirian, penataan, dan penuiupan  satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai
peraiuran perundang-undangan

. menyiapkan dan mengelola data kelembagaan dan
sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana

Sekolah Menengah Pertama;

- melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan
standar nasional sarana dan prasarana Sckeolah
Menengah Pertama;

. merencanakan dan melaksanakan pengadean sarana
dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan,
revitalisasi, dan renovasi sarana dan prasacans
sekolah Menengah Pertama;

.melaksanakan pencatatan dan pendistribusian
bantuan sarana dan prasarana kepada Sekolah
Menengah Pertama wyang berasal dari Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Pusat;

. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan
sarana dan prasarana pada Sekolah Menengah
Pertama;

. menylapkan bahan rancengan peraturan peorundang-
undangan di hidang kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menéngah Pertama;

. melaksanakan mnventarisas dan pendataan
permasalahan d1 bidang kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Cperasional  Prosedur (SOP) kegiatan  Seks:
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sckolah
Menengah Pertama uniuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

. merencanakan, menyusun konsep dan meneraplkan
pencapman indikator Standar Pelayanan Minimal
[(SPM] sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

. melaksanakan pemantavan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Scksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sckolah Menengah Pertama dengan cara
méngukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebtjakan tindak
lanjur;

~mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargasan dan sanksi;
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v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparans! pelaksanaan kegiatan;

w.menyampaikan saran dan pertimbangan keopada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kKegiatan berjalan lancar serta untuk
menghimdanr penyimpangan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
scsual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekelah
Menengah Pertama

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakzer
Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang

Pembinaan Sckolah Menengah Pertama dalam
penytapan bahan perumusan  kebijakan  teknis,
pengoordinasian, permbinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di  bidang peserta  didik  dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama,

(2] Untuk melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan HKaralkter Sekolah Menengah Pertama
mempunyai rincian tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan  Seksi
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sckolah
Menengah Pertama  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membag tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan bak
secara lsan maupun  tertulis puna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizental
untuk mendapatkan mformasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuail lingkup tugasnya sebagar bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

{. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk telnis,
petunjuls pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai

()
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lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakier peserta didik Sekolah
Menengah Pertama serta melaksanakan
pemantavan dan evaluasinya;

melaksanakan koordinasi, [asilitasi, pemantauan,
dan evaluasi peningkatan partisipasi sckolah dan
penurunan angka putus sekeolah pada jenjang
Sekolah Menengah Pertams;

menyiapkan bahan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan invenlarisasi dan pendataan
permasalahan di  bidang peserta  didik  dan

pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama
sebagal bahan evaluasi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur [SOP) kegiatan Scksi Pescrta
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

melaksanakan tugas pembantuan di bidang
pendidikan berupa fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus sesuai peraturan perundang-undangan;

. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan

pencapatan indikator Standar Pelayanan Minimal
{SPM)] sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan permantauan dan evaluasi
pelaksanaan kepiatan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluast dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangks peningkatan
karir; pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  scbagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepadsa
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pasal 22

{1) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1} huruf § dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jjawahb kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan schagaimana
dimaksud opada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
PETLIMUSaN kebijalkan telnis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawszsan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pembinaan kelenagaan,

(3} Untuk melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud
pada sayat (2), Bidang Pembinaan Ketenapaan
mempunyal fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
ketenagaan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
bidang pembinaan ketenagaan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang pembinaan ketenagaan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kepiatan di bidang
pembinaan ketenagaan;

¢. pelaksanaon evaluast dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan ketenagaan: dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan ketenagaan,

(4} Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan mempunyai rincian tugas |
a4, menyusun rencana dan program kegiatan Bidang

Pembingan Ketenagaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kepgiatan
tehun sebelumnya sebapai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalu penglajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan keonsultasi dengan
instansi terkait baik wertikal maupun horizental
untuk mendapatlkcan informasi, masukan, serta
dalamm rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;
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menelagh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnva sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, tenags kebudayaan
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah
menengah pertama:

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan ketenagaan pendidikan ansk usia dini,
pendidilan nonformal, tenaga kebudavaan
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah
menengah pertama;

menyusun bahan rencana kebutuhan ketenapaan
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal,
tenaga kcbudayaan pendidikan sekolah dasar dan
pendidikan sekolah menengah pertama;

menyiapkan rekomendasi penempatan,
pemindahan, dan pemerataan ketenagaan dalam
Daerah pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal, tenaga kebudayaan pendidikan sckalah
dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama
scsuai  peraturan  perundang-undangan  dan
kewenangan yvang didelegasikan;

melaksanakan pembinaan  dan  penpembangan
kompetensi ketenagaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, tenaga kebudavasn
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah
menengah pertama;

Menyusun Konscp rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang pembinaan ketenagaan;
melaksanakan  inventarisasi  dan  pendataan
permasalahan di bidang pembinaan kelenagaan
sebagai bahan evaluasi;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOF] kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
merencanakan dan mengeordinasikan pencrapan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[8PM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan

perundang-undangan;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan

Ketenagaan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kera pegawal dan perilaku
kerja scsual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanlksi:

4
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- menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntahilitas dan
transparans: pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lizan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

5. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Pasal 23

[1} Busunan Organisazi Bidang Pembinaan Ketenagaan
sebagaimana dimaksud pasal 5 avat (1) hurul £, terdin
atas:

a, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seckolah
Diasar;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama; dan

c. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidilean
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal,
dan Tenaga Kebudayaan.

(2] Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang
berada dibawah dan bertanggung jewab kepada Kepala
Bidang Pembindan Ketenagaan; dan

{3) Bub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang
bertangpung jawab kepada Kepala Dinas melalul Kepala
Bidang Pembinaan Ketenagaan.

(4] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf ¢ mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,

Paragrafl 1
Seksl Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sckolah Dasar
Pasal 24

(1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenags Kependidikan Sckolah
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Pembinsan Ketenagaan dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis,
pengoardinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar.
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[2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai rincian tugas:
a4, menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegislan tahun sehelumnyva scbagai
pedoman pelaksanaan tupas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undanpan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

¢. membagt tugas bawahan sesual dengan jasbatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secata lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatlan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menylapkan bahan penyusunan petunjuk leknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan
bagi Sekolah Dasar;

h. menyiapkan bahan rckomendasi penempatan,
pemindahan, dan pemerataan pendidilk dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar dalam Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan;

i, menyiapkan rencana pengembangan karir pendidik
dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar:

j. menyiapkan bahan rekomendasi izin belajar bagi
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar
untuk peningkatan kualikasi pendidikarn;

k. mengclola administrasi kepegawaian bagi pendidik
dan tenaga kependidilkan Sekolah Dasar;

. menyiapkan bahan dan memproses  usulan
kenaikan  pangkat, mutasi, gaji  berkals,
pemberhentian/ pensiun, pembuatan lartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman  peserta pendidikan dan  pelatihan
(diklat]/ bimbingan tcknis: [bimiek}, dan urusan
kepegawaian lainnya, serta memelihara file
kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar;
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m, mengusulkan peningkatan keseiahteraan,
penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan
lenapa kependidikan Sekolah Dasar:

n. menyiapkan bahan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang pendidik dan tcnaga
kependidikan Sekolah Dasar:

o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang pendidik dan  tenaga
kependidikan Sekolah Dasar;

p. menoyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Qperasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Secksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
untik peningkatan kualitas pelayanan publik;

q. merencanakan, menyusun konsep dan mencrapkan
pencapaian (ndikator Standar Pelayanan Minimal
[SPM) sesual dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

5. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepads
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepads
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
Kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindar penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragraf 2
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama
Pasal 25

Kepala Seksi Pendidik dan Tenapa Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 avat (1) hurul b, mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  tugas Kepala Bidang
Pembinaan Kelenagaan dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang

G
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pendidik dan tenaga kependidikan Sckolah Menengah
Pertama,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenapa
Kependidikan Sekolah Ménengah Pertama mempunyai
rincian tugas :

.

menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Meneéngah  Pertama — berdasarkan  peraluran
perundang-undangan dan hasil evaluasi kepatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arshan baik
secara lisan maupun tertuliss puna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi denszan
instansi tlerkait baik wvertikal maupun horizontal
untul mendapatkan informasi, masukan, serts
dalam ranpka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

meétielaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tupgasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanasn, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;,

menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

menyiapkan bahan rokomendasi  penempatan,
pemindahan, dan pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan
kewenangan yang didelegasikan;

menyiapkan rencana pengembangan karir pendidik
dan lenaga kependidikan Sekolah  Menengah
Pertama:

menyiapkan bahan rekomendasi izin belajar bagi
pendidik  dan tenapa kependidikan  Sekolah
Menengah Pertama untuk peningkatan kualifikasi
pendidikan;

mengelola administrasi kepegawsaian bagi pendidik
dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;

menyiapkan bahan dan memproses usulan
kenaikan pangkat, mutasi, 2aji berkala,
pemberhentian;/ pensiun, pembuatan kartu suami/
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isteri, tabungan asuransi  pensiun  (taspen),
pengiriman  peserta pendidikan dan  pelatihan
(diklat)/ bimbingan teknis (bimtek). dan urusan
kepegawaian lainnya, serta memelihara file
kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

mengusulkan peningkatan kescjahteraan,
penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan
lenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

-~ menyviapkan dan mengelola data pendidik dan

tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertarma;
menyiapkan bahan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan Sckolah Menengah Pertama;
melaksanakan  inventarisasi  dan pendataan
permasalahan di  bidang pendidik dan tenega
kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
menyiapkan bahan dan menvusun konsep Standar
Operasional Prosedur [SOP) kegiatan pada Scksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapalan indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM} sesual dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang-undangan;

melaksanalkan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan
carg mengulcur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestast kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
Kerja scsuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi:
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanva,

Bagian Ketujuh
Bidang Kebudayaan
Pazal 26

(1) Bidang Kebudavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
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ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang wvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

kepala Bidang Kebudayaan secbapaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaar, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi  dan
pelaporan kegiatan di bidang Kebudayvaan.

[3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

(4]

ayat (2}, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi;

g perumusan Kebijakan teknis di bidang kebudayaan:

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan  di
bidang kebudayaan;

C. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang kebudayaan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di  bidang
kebudayaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kegiatan di
bidang kebudayaan; dan

[.. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan olch
Kepala Dinas di bidang kebudayaan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan avat (3), Kepala Bidang
Kebudayaan mempunyai rincian tugas :

g4, menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
kebudavaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

€. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikan  arshan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi densan
instansi terkait bak wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan  informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkranisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

¢. meneclaah dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai linglup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk mclaksanakan kepiatan:

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup
tugasnya puna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

E. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di  bidang
pengelolaan cagar budava, pengelolaan museum
Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian  tradisi,
pembinaan komunitas dan lembapa adat, serta
pembinaan kesenian;

Q
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. melaksanakan pembinaan, pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan di  bidang
pengelolaan eagar budaya, pengelolaan  museum
Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan  lembaga adat, serias
pembinaan kesenian;

menyusun konsep penetapan cagar budaya  dan
pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah:

menyusun  konsep penerbitan izin membawa cagar
budaya ke luar Daerah;

menyusun konsep pengelolaan museum Daerah;
menyusun konsep pembinaan sejarah lokal Daerah:

» menyusun  konsep  pengelolaan  kebudayaan VANE
masyarakat pelakunya dalam Daerah;

menyusun konsep pelestarian tradisi yang
masyarakat penganutnya dalam Dacrah:

menyusun  konsep pembinaan  komunitas  dan

lembaga adat yang masvarakat penganutnva dalam
Draerah;

menyusun  kansep  pembinagn kesenian  yang
masyarakat pelakunya dalam Daerah;

menyusun konsep pembinaan lembaga kepercavaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masyarskat
penganutnya dalam Daerah;

menyusun  konsep fasilitasi di  bidang pengelolaan
cagar budava, pengelolaan museum kabupaten,
pembinaan secjarah, pelestarian  tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan
kesenian;

menyusun Konsep rancangan peraturan  perundang-
undangan di bidang kebudavaan;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan di bidang kebudavaan sebagai bahan
evaluasi;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(50F) kegiatan Bidang Kebudayaan;

melaksanakan pemantavan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan dengan cara
mengukur pencapalan program kerjs yvang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluas: dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan  kepada
pimpinan  sebagai wjud akuniabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran  dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar keogiatan beralan lancar serta  untuk
menghindari penyimpangan; dan

£
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z. melaksanakan tuges kedinasan lain dari pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 27
Susunan Chganisasi Bidang Kebudaysan scbagaimana
dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdini atas kelompok
jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator:
Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada avat (1},
terdiri atas
a, Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman;
b.  Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
¢. Sub Koordinator Kesenian.
Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Kebudayaan.
Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai  Mgas sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran [ vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Bapgian Kesatu

Umum
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesual dengan kebutuhan dan mempunvai
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan  keterampilan
tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Kelompole Jabhatan Fungsional berkedudulan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepoda Kepala
Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Jahatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdirni dan  sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian,

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditentukan
bBerdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

{9) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan

{5)

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Pasal 29

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(£} Selain melaksanakan fungsi dan fugas sebagaimana
dimalkstid pada ayat (1] Pegabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan scbagai Sub Keordinator yang
dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu
dan/atau tim kerja.

Pasal 30

(1) Pejabat Fungsional meclaksanakan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok.

(2} Pelaksanaan fungsi dan tugas sccara berkelompok
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentulk
Tim Kerja,

[3}) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah,

(3} Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja,

(5} Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) diletapkan oleh Kepala Perangkat Daerah,

Pasal 21

{1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanasan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasi.

(2] Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat Tungsional dan/atau
Ketua Tim di ingkungan unit kerjanya,

BAB VI
TATA KER.JA
Pasal 32

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip keordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baile dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta
instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan
tugas masing-masing.

(3) Setiap pimpinan  unit  orpanisasi  wajib  mengawasi
bawahannva masing-masing,

Q
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Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang
diperlukan scsuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan.

Seliap pimpinan unit organisasi  bertanggpung  jawab
memimpin  dan  mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi  petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan MAasing-masing scria menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya,

Setiap laporan wyang diterima oleh pimpinan  unit
organisasi dari  bawahannya wajib  diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan,

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan temnbusan kepada unit organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
Dalam melaksanakan pengendalisn Kkepiatan, setiap

pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pagal 33

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
Mungsional yang ditunjulk.

Tugas Sub Koordinator adalah membanty Sekretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, pelaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pada unit kerjanva sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.

Pada pejabat pengawas yang tidak disctarakan, maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerjanya masing-
mMAasIng.

BAB VII
KEPEGAWALIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat

N
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dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Pazal 36

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

(2} Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuken untuk jangka waktu 5 (lima) tahun wyang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VIII
KETENTLUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

{1] Untuk mecnunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator vang berasal dari Pejabat
Fungsional.

() Sub kKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Pejabait Fungsional sesuai dengan kompetensi yang
bersangkutan.

(3} Penunjukan Sub Koordinator scbagaimana dimaksud
pada ayval (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasgal 38

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala
Dinas menunjuk BSub Koordinator vyang diutamakan
berasal dar Pgjabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

{2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat
pejabat  fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi vang dibutuhkan.

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator
yang berasal dan luar lingkungan kerjanya, maka Kepala
Dinas mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui
perangkat dacrah yang menangani kepegawaian.

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilaksanakan setelah mendapat persctujuan
dari Sckretaris Daerah.

Pasal 39

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 dan Pasal 38 disamping memperhatikan kesesuaian
bidang rtugas dan fungsinya juga mempértimbangkan
persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan
jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan
moralitas serta persyaratan obyekt lainnya.

d
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Pasal 40

Pemberhentian Sub Keordinator dapat dilakukan oleh Kepala
Dinas.

(1

(2]

(4]

{1l

(2]

(3]

(1}

Pasal 41

Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sckretaris
dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana,
peclaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
scrta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanys
masing-masing,

Disamping melaksanakan tugas sebapgaimana dimaksud
ayat (1) Sub Keordinator mempunyai  tugas
mengoordinasikan pelaksansan tugas kelompok Jabatan
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya,

Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian
kinerja terhadap peclaksanaan tugas Pejabat Fungsional
sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 42

Dinas dapal membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD)] berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebapaimana dimsksud
pada avat (1}, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi, tugas dan funpsi serta tata kero
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lehih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB 1X
KETENTUAN PERALIHAN
Paszal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maksa
Pejabat Pengawas vang dilantik berdesarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 106 Tehun 2020
tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Bupali Kendal
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organigasi, Tugas dan Funpsi serta Tata Kerjs pada Dinas
Pendidikan dan Kebudaysan Kabupaten Kendal, berlaku
ketentuan sebagai berikut ;
a. terhadap Pejabat Pengawas vang tidak dilakukan
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan lungsional dalam
rangka penyederhanaan struktur organisasi,

i
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melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati ini;

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan  fungsional tctap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maks
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas vang tidak
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam
rangka penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan
Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya di
bawah Pejabat Pengawas yang bersanglkutan.

(3] Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalsm
rangka penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan
Peraturan Bupati ini, melaksanakan tugasova dengan
ketentuan sebagai berikut -

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah
Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub
Koordinator.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Bupati
Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomar 74 Seri O No.
25) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor Peraturan 106 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 16) dicabul
dan dinyatakan tidak berlaku,
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Pasal 45

Peraturan Bupati ini  mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPAT] KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal
pada langeal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Sekretariat
Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunvai tugas:

H.

menyusun rencana dan  program kegiatan  Sub  Koordinator
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sehelumnya
schagal pedoman pelaksanaan tugas:

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksansan tugas berjalan
efeklil dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tupas:

menelazh dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  1eknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program
lkegiatan dari masing-masing seksi dan sub koordinator sesuai denpan
ketentuan vang berlaku guna menghindar kesalahan:

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kepiatan dan
Anggaran (RRA], Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) scrta

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran vang
ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlakuy;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (80P} kegiatan Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan  serta  menghimpun dan  mendokumentasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Sub
Koordinator dan seksi:

A
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menylapkan behan dan menyusun materi  tindak lanjut  hasil
pemeriksaan atau audit sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

menghimpun dan menecliti laporan perkembangan tingkal realisasi
peleksanaan kegiatan dari masing-masing Sub Koordinator dan seksi

sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan
{POK]),

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistemn  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP}, Standar Pelayanan
Minimal (SPM} dan jenis pelaporan lainnya scsuai dengan ketentuan
vang berlaku:

- melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian

bimbingan di bidang sistem informasi dinas;

melaksanakan tugas pembantuan di bidang pendidikan berupa
pendataan  pendidikan menengah dan pendidikan khusus  sesusai
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Perencanaan, Ewvaluasi, dan Pelaporan dengan cara mengukur
penicapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebyakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baile lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya,

Sub koordinator Keuangan mempunvai tugas:

B

2

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Keuangan
berdasarkan peraturan  perundang-undangan dan hasil  evaluasi
kegiatari tahun sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efeknf dan efisien:

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;
menelaah dan menghkaji peraturan perundang- undangan

zesuai  lingkup tugasnya  sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan  bahan  penyusunan  petunjuk  tekmis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnva suna
mendukung kelancaran pelaksanasn kegiatan;

menyiapkan  bahan dan  sarana administrasi keuangan dalam
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di

lingkungan  Sekretariat dan Bidang sesuai denpan prosedur dan
ketentuan yang berlaloa;

menylapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi

£
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keuangan melalui  aplikasi  sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menylapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis
di  bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan  dan
bendahara di lingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalisn dan evaluasi penyerapan anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan rencansa pembiayaan yvang ditetapkan sebelumnys;
melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan puna
menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
menyiapkan bahan dan MENY LS laporan
pertanggungjawaban keuangan  Dinas  serta  jenis pelaporan
keuangan lainnya;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P) kegiatan Sub Koordinator Keuangan;
melaksanakan pemantavan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud  akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan peértimbangan  kepada pimpinan  baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nenformal

Sub Keordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal mempunyai tugas :

a,

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Keoordinator Kurikulum
dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nenformal
berdasarkan peraturan  perundang-undangan dan  hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansai terkait bail
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
scria dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebiiakan
di bidang kurkulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

melaksanakan sosialisasi implementasi kerangka dasar dan struktur
kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal berdasarkan peraturan perundang-undanaan;
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melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kurilulum dan penilalan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal agar scsuai dengan standar vang telah
ditetapkan

melaksanakan koordinasi, pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
penilaian hasil belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal untuk mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;

melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan
angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal:

menyiapkan bahan kajian pembiavaan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk terlaksananya
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang bermutu
sesual dengan standar yang telah ditetaplkan;

- melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemeantauan, dan evaluasi

pelaksanaan bantuan operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan  di
bidang kurikulum dan penilaian pada Pendidikarn Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal:

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang
kurikulum dan penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal sebagai bahan evaluasi;

menylapkan bahan dan  menyusun konsep Standar Operasional
Prasedur (S0OP) kegiatan Sub Keoordinator Kurilkuium dan Penilaian
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal demi perbailcan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindalk
lanjut;

merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapalan
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang
fugasnya dan peraturan perundang-undangan;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan SESATAT
kerjn pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi:

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai denpan tugas
dan fungsi unit kerjanya,

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Sub hkoordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai
fupas:

4. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Kurikulum

dan Penilaian Sekolah Dasar berdasarkan peraturan  perundang-

d
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undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebapai
pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui petigkajian permasalahan dan
peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektifl dan efisien:

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait bailk
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menelazh dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingloup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan  bahan  penyusunan  petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnyva guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian Sekolah Dasar;

menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindugnan
bahasa dan sastra yang penuturannya dari dalam Dacrah;
melaksanakan sosialisasi implementasi kerangks dasar dan strulur
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar berdasarkan peraturan
perundangundangan;

melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar agar
sesual dengan standar vang telah ditetapkan;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantavan, dan evaluasi
pelaksanaan penilaian hasil belajar pada Sekolah Dasar berups
penilaian  tengah semester, penilaian akhir scmester, Asesmen
Kompetensi Minimum dan  ujian  sekolah untuk mengevaluasi
pelaksanaan proses belajar mengajar:

melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan
akreditasi Sekolah Dasar;

menyiapkan bahan kajian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
pada Bekolah Dasar untuk terlaksananya pendidikan yang bermutu
sesual dengan standar yang telah ditetapkan:

. melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, dan pengawasan
terhadap rencana kegiatan dan anggaran Sckolah Dasar;

melaksanakan koordinasi, Tfasilitasi, pemantauvan, dan  evaluasi
pelaksanaan bantuan operasional sckolah pendamping pada Sekolah
Dasar;

menylapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang
kurikulum dan penilaian Sekolah Dassr;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) kegiatan Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan  pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesual dengan bidang
fugasnya dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dengan cara

i
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mengukur pencapaian program kerja yvang telah disusun untule bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanasn kegiatan kepada pimpinan schagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas
dan fungsi unit kerjanya,

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
mempunyal tugas:

.

menyusun réncana dan program kegiatan Sub Keoordinator Kurikulum
Penilalan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
schagai pedoman pelaksanaan tugas;

- menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalaban dan

peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien:

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

+ menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:
menyiapkan  bhahan  penyusunan  petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian Sckolah Menengah Pertama;

menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan
bahasa dan sastra yang penuturannya dari dalam Dacrah;

. melaksanakan sosialisasi implementasi kerangka dasar dan strukour

kurikulum dan penilaian Sckolah Menengah Pertama berdasarkan
peraturan perundang-undangan:

melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Pertams agar
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan:

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksansan penilaian hasil belajar pada Sckolah Menengah Pertama
berupa penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian
sckolah, dan Asesmen Nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan
proses belajar mengajar;

- melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan

akreditasi sekolah menengah pertama;

menylapkan bahan kajian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
pada Bekolah Menengah Pertama untuk terlaksananya pendidikan yang
bermutu sesuai dengan standar vang telah ditetapkan;



55

m.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantanan, dan  evaluasi

W

v

pelaksanaan bantuan operasional sekolah pada Sekolah Menengah
Pertarna;

. melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, dan pengawasan

terhadap rencana kegiatan dan anggaran Sckolah Menengah Pertama;
menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama:

- melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang

kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Menengah Pertama untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

merencanakan, menyusun  konsep dan menerapkan pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM} sesuai dengan bidang
tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur:

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugss
dan fungsi unit kerjanya.

9. Bidang Pembinaan Ketenagaan

e

=.1.  Bub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini, Pendidikan Nonformal, dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal, dan Tenaga Kebudayaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

merjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas berjalan
efektil dan efisien;

melaksanakan keordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menefaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atay pedoman untuk melaksanakan kematan;
menviapkan  bahan  penyusunan  petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

merencanakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi pendidikan anak
usia dini, pendidikan nonformal, dan tenaga kebudavaan;
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menyiapkan bahan rekomendasi pencmpatan, pemindahan, dan
pemeralaan dalam Daersh pada pendidik dan tenaga kependidilcan
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan lenaga
kebuudayaan sesual peraturan perundang-undangzan dan Kewenangan
vang didelegasikan;

menyiapkan rencana  pengembangan  karir pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan
tenaga kebudayaan;

menyiapkan bahan rekomendasi izin belajar bagi pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan
tenaga kebudayaan untuk peningkatan kualifikasi pendidilan:
mengelola administrasi  kepegawaian bagi pendidik dan  tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan
tenaga kebudayaan,

menyviapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi,
gaji berkala, pemberhentian; pensiun, pembuatan kartu suami/ istert,
tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan
dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya, serta memelihara file kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal,
dan tenaga kebudayaan;

mengusulkan  peningkatan  kesejahternan, penghargaan, dan
perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan nenformal, dan tenaga kebudayaan,

. menyiapkan dan mengelola data pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan tenaga
kebudayaan:

menyiapkan bahan rancanpgan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudayaan;

melaksanakan nventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang
pendidik dan  tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudayaan:

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP] kegiatan pada Sub Koordinator Pendidik dan Tensags
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan
Tenaga Kebudayaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

.8. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimal [SPM| sesuai dengan bidang
tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan evalussi pelaksanaan kegiatan Sub
koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Monlormal, dan Tenaga Kebudayaan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindalk lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan scbagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan
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u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

6.  Bidang Kebudayaan

6.1, Sub Koordinator Cagar Budaya dan  Permuseuman mem plunyai
tugas:

A. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Cagar
Budaya dan Permuseuman berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien;

¢. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun  horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
prlaksanaan tugas;

d. menelash dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesusi
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatamn:

€. menylapkan  bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuail lingkup tugasnya ELnA
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan studi kelayakan dan studi  teknis kepurbakalan
lokasi cagar budaya untuk bahan pengambilan  kebijakan
pengembangan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan,
permugaran, penggalian, dan penelitian cagar budava vang berskala
Dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g menylapkan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi/ penetapan
cagar budaya serta pengelolaan dan peleéstarian cagar budaya;

h. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
Daerah;

i. menylapkan dan mengelola data cagar budaya;

J. menyiapkan bahesn pelaksanaan  perlindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan museum;

k. melaksanakan pemantavan dan  evaluasi terhadap kegiatan
registrasifpenetapan  cagar budava, pengelolaan  dan
pelestarian cagar budaya, dan pengelolaan museum:

. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang cagar budaya dan permuseuman;

m. melaksanakan  inventarisasi  dan  pendatasan permasalahan di
bidang cagar budaya dan permuscuman schagal bahan cvaluasi;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Cagar Budava dan
Permuscuman untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

0. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Roordinator Cagar Budaya dan Permuseuman dengan cara mengukur

-
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pencapaian program kerja yang telah disusun untulk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan scbagai
wiijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan  pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
fugas dan fungsi unit kerjanya,

6.2, Bub Knordinator Sejarah dan Tradisi mem punyai tugas:

.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Sejarah dan
Tradisi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tabun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan ty gas berjalan
efeltif dan efisien:

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait bailk

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingloup

thugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan  bahan pemyusunan  petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnyva guna
mendulaing kelancaran pelaksanaan kegiatan:

menylapkan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah;

menyiapkan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam Daerah;

menyiapkan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat vang
penganutnya dalam Dacrah:;

menylapkan bahan pembinasn lembaga kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi/ pendaftaran
budaya tak benda:

menylapkan dan mengelola data sejarah, tradisi, komunitas, lembapa
adat, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah;
menyiapkan bahan rencangan peraturan perundang-undangan  di
bidang cagar budayva dan PENMLISEmAr;

-melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang

cagar budaya dan permuseuman sebagai bahan evaluasi:

- menyusun konsep dan bentuk kegiatan perlindungan bahasa daerah

serla  pemanfaatan bahasa naszional di daersh melaly kKegiatan
inventarisasi bLahasa daerah yang berkembang di  masyarakat,
penyiapan bahan pembinaan bahasa dacrah dan nasional, sosialisasi
pemasyarakatan bahagsa daerah dan nasional sesuaj dengan kaidah
penggunaan bahasa yang benar, dan faszilitasi kegintan pekan bahasa di
masyarakat serta cvaluasi penggunaan bahasa daerah dan nasional
dalam masyarakat;
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menyiapkan bshan dan  menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (80P) kegiatan Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepiatan Sub
Koordinator Sejarah dan Tradisi dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yvang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tndak lanjut;

menyusun laporan pelaksansan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud alkuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit kerjanya.

£.3. Bub Koordinator Kesenian mempunyai tugas:

il

111,

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Kesenian
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan  hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan thgas,
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efelktif
dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas:
menelzah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan keglalan;
menyispkan bahan  penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuaj lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menytapkan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional
Daerah;

melaksanakan kegiatan fasilitasi  dan pengembangan  kesenian
tradisional Daerah dalam rangka pelestarian dan peningkatan apresiasi
kesenian:

. menyiapkan dan mengelola data kesenian tradisional Daersh dan

pelaku kesenian tradisional Daerah;

menyiapkan dan mengoordinasikan penginman delegasi/ kontingen seni
budaya Daerah dalam kegiatan atraksi dan promosi daerah, pentas
sent, karnaval, dan sejenisnya;

menylapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan  di
bidang kesenian;

melaksanakan inventarisasi sastra yang berkembang di masvarakat
sestial peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan fasilitasi kegiatan perkembangan sastra di masyarakat;
mengadakan lomba menulis puisi, cerpen dan fotografi di tingkat
Sckolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama:

- melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang sastra kepada

masyarakat;

[ s
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(i)

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang
kesernian sebagal bahan evaluasi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kesenian untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik:

melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kepiatan Sub
Koordinator Kesenian dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut,
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepadas pimpinan balk lisan
matipun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpanpan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas
dan ungsi unit kerjanya.

BUPATI KENDAL,
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